
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

TZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan

lembaga, gubernur, atau bupatTwali kota menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Usaha

Nomorlnduk Berusaha

Lokasi Yang Disetujui

a. Alamat

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Luas Lahan

Rencana Kegiatan

h. Koordinat Geografis

PT RZKY INDRA TRANSINDO

125s000101293

METLAND CIBITUNG RUKO MELAWAI I COMMERICIAL NOMOR
l8

Telagamurni

Cikarang Barat

Kab. Beka"si

Jawa Barat

90 M2

AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI
ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)

-6.254621,107.106512

Berdasarkan Pasal 3 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 T ahun 2018, lzin Lokasi telah berlaku efektif secara

otomatis.

Ketentuan:

I . Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhihrng sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;

2, Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang

dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan s€t€mpat;

3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;

4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah dipetoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib
memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan r€ncane tata nxmg;

5. Pemegang Izin Lokasi wajib melapotkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah
yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pernanfaatan tanah tgrsebut;

6. Pemegang Izin Lokasi wajib manatuhi pemtumn peruadangan yang berlaku.

7. Lembaga OSS dapat mernbatalkan lzin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;

8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan unhrk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang

berwenang

9. Apabila di kemudian hari ternyata.terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestioya.

b.

c.

d.

e.

f.

Diterbitkan tanggal : 19 Jaruan}02l Oleh : Bupati Kab. Bekasi


